
 
 

 
BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 

 

NOMOR  66 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 47 TAHUN 2021 

TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS 

ELEKTONIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUMEDANG, 

 

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 

3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembangan e-Government dan dalam 

rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan 

Daerah yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan 

guna mewujudkan reformasi birokrasi yang 

mendukung pelayanan masyarakat yang berkualitas 

telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 

47  Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik; 

b. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47  Tahun 

2021 tentang Peraturan Bupati tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik, perlu disesuaikan kebutuhan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik; 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4221); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5952); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019 

Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6400); 

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di 

Lingkungan Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain 

Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209); 

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi 

dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1026); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 2612); 
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12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 

tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994); 

13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 

Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam 

Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375); 

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/ 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 

Nomor 28); 

16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2015 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas 

Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2015 Nomor 94); 

17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47  Tahun 2021 

tentang Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021                 

Nomor 47); 

 

  MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 47 TAHUN 

2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM 

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK. 

 

  Pasal I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang 

Nomor 47  Tahun 2021 tentang Peraturan Bupati tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 

2021 Nomor 47), diubah sebagai berikut: 

 

  1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 disisipkan 1 

(satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 9 berbunyi 

sebagai berikut:  
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Pasal 9 

(1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf 

c disusun oleh Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan 

yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

komunikasi dan informatika dengan berpedoman 

pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE 

Pemerintah Daerah, RPJMD, dan Rencana Strategis 

Pemerintah Daerah. 

(2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk 

program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka 

melakukan pembangunan, pengembangan, dan 

penerapan SPBE. 

(3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. Tata Kelola SPBE; 

b. Manajemen SPBE; 

c. Layanan SPBE; 

d. Infrastruktur SPBE; 

e. Aplikasi SPBE; 

f. Keamanan SPBE; dan 

g. Audit teknologi informasi dan komunikasi. 

(3a) Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah mengatur 

integrasi SPBE antar Perangkat Daerah, 

Pemerintah Daerah dan dengan Instansi pusat. 

(4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan 

reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 

atau berdasarkan: 

a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional; 

b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah; 

c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; 

dan/atau 

d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE. 

 (5) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas 

dan fungsi perencanaan. 

(6) Penetapan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah 

dan Perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah 

Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

  2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 disisipkan 1 

(satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 23 berbunyi 

sebagai berikut:  

 

  Pasal 23 
(1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

22 terdiri atas: 

a. Aplikasi Umum; dan 

b. Aplikasi Khusus. 

(2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE 

Pemerintah Daerah mengutamakan penggunaan 

kode sumber terbuka.  
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(2a) Kode sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

wajib diserahkan oleh setiap pengembang dan 

menjadi milik Pemerintah Daerah. 

(3) Berdasarkan ayat (3) klausul penyerahan kode 

sumber dan milik pemerintah wajib dicantumkan 

dalam setiap kerangka acuan kerja kontrak kerja 

pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.  

(4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE 

dilakukan berdasarkan siklus pembangunan 

aplikasi yang terdiri dari: 

a. perencanaan; 

b. analisis; 

c. desain; 

d. implementasi; dan 

e. pemerliharaan. 

(5) Siklus Pembangunan dan pengembangan Aplikasi 

SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu 

dikoordinasikan dan, dikonsultasikan dan 

dikendalikan oleh kepada Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

komunikasi dan informatika. 

   

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

Agar setiap orang mengetahinya. memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

menempatnnya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Sumedang. 
 

 

Ditetapkan di Sumedang 

pada tanggal 24 Januari 2022 

 

BUPATI SUMEDANG, 

 

ttd 

 

 DONY AHMAD MUNIR 

 

Diundangkan di Sumedang 

pada tanggal 24 Januari 2022 

 

          SEKRETARIS DAERAH 

       KABUPATEN SUMEDANG, 

 

                       ttd 

 

         HERMAN SURYATMAN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022   NOMOR 66 
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   Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA 

     KABUPATEN SUMEDANG 

 

 

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn. 

     NIP. 19650129 199803 1 001 


